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ABSTRAK 

RISKE CLARA SARI. Pengaruh Modernisasi Sistem 

Administrasi dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Palembang Ilir Barat. ( Dibawah bimbingan Ibu Meti 

Zuliyana SE., M.Si., Ak.,CA dan Ibu Martha Rianty N, SE. M.Si).  
 

Penelitiannya dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh 

modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah 

pengetahuan bagi peneliti, memberikan masukan dan informasi kepada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat tentang modernisasi sistem 

administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak 

khususnya orang pribadi. Dan manfaatnya bagi akademisi menjadi acuan dalam 

melakukan penelitian selanjutnya. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode regresi linier berganda, 

dan teknik pengumpulan data dengan menyebarkan 100 kuesioner kepada wajib 

pajak orang pribadi menggunakan teknik pengambilan sampel acak atau random 

sampling/probability sampling. Rancangan penelitian menggunakan jenis 

penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik yang analisis yang digunakan untuk 

menguji hipotesis berupa uji simultan dengan taraf signifikan =5% dan uji 

parsial dengan taraf signifikan =5%. Pengolahan data menggunakan aplikasi 

SPSS Versi 28.  

Hasil dari uji simultan (uji F) penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 

0,000 < 0,05 serta Fhitung lebih besar dari Ftabel 64,993 > 3,09 maka  Ho ditolak 

dan H1 diterima yang artinya variabel modernisasi dsistem administrasi 

perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi. Hasil dari uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa tingkat 

signifikan 0,007 < 0,05 maka dapat disimpulkan H1 diterima yang artinya bahwa 

modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan sanksi pajak menunjukkan bahwa 

tingkat signifikan  0,000 < 0,05 dapat disimpulkan H2 diterima yang artinya 

bahwa sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. Agar peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen 

seperti kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman 

pajak dan sebagainya. 

 

Kata Kunci : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  
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ABSTRACT 

RISKE CLARA SARI. The Effect of Modernization of the Administrative 

System and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance at the West 

Palembang Ilir Pratama Tax Service Office (KPP). (Under the guidance of Mrs. 

Meti Zuliyana SE., M.Si., Ak., CA and Mrs. Martha Rianty N, SE. M.Sc). 

 

 The research was conducted to see how much influence the 

modernization of the administration system and tax sanctions has on individual 

taxpayer compliance. The benefits of this research are to increase knowledge for 

researchers, provide input and information to the Palembang Ilir Barat Pratama 

Tax Service Office regarding the modernization of the tax administration system, 

tax sanctions, and taxpayer compliance, especially individuals. And the benefits 

for academics become a reference in conducting further research. 

 The research method used is the multiple linear regression method, and 

the data collection technique is by distributing 100 questionnaires to individual 

taxpayers using a random sampling technique or random sampling/probability 

sampling. The research design uses a quantitative descriptive research type. The 

analytical technique used to test the hypothesis is a simultaneous test with a 

significance level of =5% and a partial test with a significance level of =5%. 

Data processing uses the SPSS Version 28 application. 

 The results of the simultaneous test (F test) of this research show that 

the level of 0.000 < 0.05 and Fcount is greater than Ftable 64.993 > 3.09, so Ho 

is rejected and H1 is accepted, which means that the variables of modernization 

of the tax administration system and tax sanctions have a significant effect on 

mandatory compliance. personal tax. The results of the partial test (t test) show 

that the significant level is 0.007 < 0.05, so it can be concluded that H1 is 

accepted, which means that the modernization of the tax administration system 

has a partial effect on individual taxpayer compliance, while tax sanctions show 

that the significant level is 0.000 < 0.05 It can be concluded that H2 is accepted, 

which means that tax sanctions have a partial effect on individual taxpayer 

compliance. So that future researchers can add independent variables such as tax 

service quality, taxpayer awareness, level of tax understanding and so on. 

 

Keywords: Tax Administration System Modernization, Tax Sanctions, Individual 

Taxpayer Compliance 
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 1   

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, berdasarkan Undang-

Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)  setiap tahunnya lebih dari 

70% (tujuh puluh persen) pendapatan Negara dalam postur APBN   (Anggaran   

Pendapatan   dan   Belanja Negara)   bersumber   dari   penerimaan   pajak. 

Peningkatan   anggaran   dalam   APBN   secara langsung  berdampak  pada  

target  penerimaan pajak    yang    meningkat setiap    tahunnya. Banyaknya target 

pembangunan yang dilakukan  dalam  kurun  waktu  3  (tiga)  tahun terakhir   

mengakibatkan   jumlah   dana   yang dibutuhkan   oleh   pemerintah   dalam   

belanja modal dan belanja barang mengalami kenaikan yang  signifikan. 

Pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Pajak 

digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk 

mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan 

pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Ferdian,  (2020)  Wajib  

pajak  diminta  untuk  melakukan pembayaran atas utang pajak atau mengajukan 

permohonan mengangsur pembayaran utang pajak. Dalam rangka peningkatan 

penerimaan pajak, pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan 

mengeluarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara    perpajakan yang digunakan di 

Indonesia yaitu digunakannya self assessment system. Di dalam Self assessment 
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system , masyarakat berperan serta sebagai wajib pajak yang dituntut untuk 

pemenuhan kewajiban perpajakan guna keberhasilan pengumpulan pajak. Dan 

apabila semakin banyak wajib pajak yang melakukan penerapan self assessment 

system dengan baik maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. 

(Lasmaya, S. M., & Fitriani, N. N. 2017). Sistem self assessment diberlakukan 

sejak terjadinya reformasi kebijakan perpajakan pada tahun 1983 dengan 

diterbitkannya seperangkat peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan 

yang menggantikan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Kolonial 

Belanda, seperti Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 dan Ordonansi Pajak 

Perseroan 1925. 

Jumlah wajib pajak yang semakin bertambah dari waktu ke waktu sebagai 

pencerminan meningkatkannya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk 

melaksanakan dan mengelola hak dan kewajiban perpajaknnya secara baik dan 

benar. Apabila jumlah pendapatan negara yang berasal dari pajak tidak terpenuhi 

maka bagaimana pembangunan nasional akan berlanjut dan berjalan lancar. Hal 

ini menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadikan wajib 

pajak orang pribadi melaporkan SPT Tahunannya secara tepat waktu. Salah satu 

cara yang dilakukan oleh Direkorat Jenderal Pajak untuk membuat hal tersebut 

terlaksana yaitu dengan menciptakan program atau pembaharuan baru dalam 

bidang perpajakan yang menjadikan sistem lebih mudah, cepat, dan praktis. 

Dalam hal ini DJP melakukan inovasi-inovasi yang terbarukan dimana 

menciptakan program-program administrasi perpajakan yang memiliki tujuan  

untuk memudahkan wajib pajak dalam mengurus kewajiban perpajakannya. Dari 
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pernyataan di atas, maka terwujudlah program-program pembaharuan tersebut 

yang terdiri dari e-Biling, e-Filing, dan e-Registration. Ketiga hal ini merupakan 

hasil dari inovasi yang dilakukan oleh DJP demi meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak. (Vina Amalia, Dini Widyanti, 2020). Modernisasi administrasi perpajakan 

diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan 

Wajib Pajak (tax complience) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak 

dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat 

pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran 

tunggakan.  

Gambar 1.1 

Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak ( Tahun 2017-2022 ) 

Sumber : Data Diolah Dari databoks Laporan DJP 

Dilihat dari lima tahun terakhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan 

bahwa persentase tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2017 sebesar 72,58%. Pada 

tahun 2018 turun menjadi 71,1% yg membayar pajak sebesar 12,55 juta dari total 

17,65 juta wajib pajak. Pada tahun 2019, tingkat kepatuhan kembali meningkat 

menjadi 73,06%. 13,39 juta dari 18,33 juta wajib pajak yang mengajukan SPT 

Tahunan. Pada tahun 2020, tingkat kepatuhan wajib pajak naik lagi menjadi 78%. 

Rasio Kepatuhan Pelapoan SPT Pajak (Tahun 2017-2022) 
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Setahun kemudian tahun 2021, tingkat kepatuhan wajib pajak naik lagi menjadi 

84,07%. Di tahun berikutnya yaitu tahun 2022 rasio kepatuhan wajib pajak  

sebesar 83,2%. Rasio tersebut mengalami penurunan 0,87% poin dari tahun 

sebelumnya yang mencapai 84,07%. Dari gambar rasio kepatuhan wajib pajak 

diatas dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun belum stabil 

dan pencapaian masih di bawah 90%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

masih terdapat wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya dan tidak 

melaporkan SPTnya. 

Masalah yang ditemui adalah wajib pajak, baik WP Orang Pribadi maupun 

WP Badan masih kesulitan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), misalnya 

SPT Tahunan PPh yang hanya  dilaporkan  satu  kali  dalam  setahun. Seringkali  

Direktorat  Jenderal  Pajak  mengeluarkan kebijakan-kebijakan  baru  yang  

kadang  belum  diketahui  masyarakat  sehingga  menyebabkan beberapa  wajib  

pajak  kurang  memahami  dan  akhirnya  terlambat  dalam  melaporkan  SPT. 

Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak faktor yang 

dapat mempengaruhi wajib   pajak   dalam   meningkatkan   kepatuhannya   untuk   

melaporkan   dan   membayar   pajak terutangnya. (Siti Rohmawati, 2015: Siti, 

2015; Harto, Budi 2016).  

Kurangnya pengetahuan tentang modernsisasi sistem administrasi perpajakan 

juga berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang 

menyebabkan ketidakmengertian masyarakat tentang pentingnya peranan pajak 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya membuat 

masyarakat enggan memberikan kontribusi yang semestinya dan menyebabkan 
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rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat menyebabkan kesadaran 

wajib pajak untuk mengisi dan melaporkan SPT dengan benar dan tepat waktu 

pun rendah. Saat ini belum semua wajib pajak bisa memahami mengenai sistem 

administrasi yang dipakai oleh Direktorat Pajak dikarenakan wajib pajak masih 

menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT sangat 

membingungkan dan menyulitkan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya 

strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak mengingat begitu pentingnya 

peranan pajak bagi masayarakat. (Khasanah, Septiyani Nur, dan Amanita Novi 

Yushita. 2016).  

Faktor selanjutnya  yang  mempengaruhi  kepatuhan  Wajib  Pajak  adalah  

sanksi  perpajakan.  Sanksi diperlukan  untuk  memberikan  rasa  jera  bagi  

pelanggar  pajak,  sehingga  diharapkan  agar peraturan  perpajakan  akan  di  

patuhi  oleh  para  Wajib  Pajak.  Pajak  merupakan  peran  serta masyarakat  

sebagai  warga  negara  Indonesia,  tetapi  tidak  sedikit  masyarakat  yang  belum 

melakukan   kewajibannya   untuk   membayar   pajak,   hal   tersebut   akan   

mengakibatkan kerugian bagi negara. Jadi sangat penting kesadaran diri sendiri 

untuk memenuhi kewajiban akan membayar pajak. ( Amalia, V., & Widyawati, D. 

2021). Untuk  meningkatkan  motivasi wajib pajak, para aparat pajak harus 

meningkatkan pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak, dan meningkatkan  

kualitas  pelayanan  yang  diberikan  dan  meningkatkan  sanksi  perpajakan  

dengan menindak tegas para pelanggar pajak. (Hertati. Zarkasi, Adam, 

Umar,Suharman.(2020).   
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Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi 

Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi Di KKP Pratama Palembang Ilir Barat. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka peneliti 

merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut : 

1. Seberapa besar pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan 

sanksi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat ? 

2. Seberapa besar pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan 

sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat ? 

1.3. Tujuan Penelitian  

 

Dari latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian 

sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh modernisasi sistem 

administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan secara parsial terhadap 

kepatuhan wajib pajak.  
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2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh modernisasi sistem 

administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap 

kepatuhan wajib pajak.  

1.4 Manfaat Penelitian  

 

1. Bagi Wajib Pajak  

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai cerminan bagi wajib 

pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan 

perpajakan di Indonesia.  

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan 

dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap wajib pajak guna 

memaksimalkan penerimaan pajak dan sebagai masukan dalam 

menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak 

melalui peningkatan modernisasi administrasi perpajakan dan sanksi 

perpajakan.  

3. Bagi Akademisi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti 

selanjutnya mengenai perpajakan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib 

pajak.
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